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ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang
dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan
Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Medan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi
Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi
kebijakan menurut Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi
dan struktur birokrasi. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan masih belum terimplementasikan
dengan cukup baik walaupun ada beberapa hal yang sudah memenuhi standar dalam
pelaksanaannya. Faktor penghambatnya adalah sumber daya dan disposisi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak
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ABSTRACT

The Implementation of the Child Identity Card (KIA) Program Policy in the
Population and Civil Registration Services of Medan City

Sindhu Nathy
198520031

Policy implementation is a process of implementing policies carried out by
implementors to achieve predetermined goals. Therefore, this research aimed to
determine the implementation of the Child Identity Card (KIA/Kartu ldentitas
Anak) Program Policy at the Population and Civil Registration Services of Medan
City and to determine the inhibiting factors in the Implementation of the Child
Identity Card (KIA) Program Policy at the Population and Civil Registration
Services of Medan City. This research used policy implementation theory according
to Edward III, with indicators of communication, resources, disposition and
bureaucratic structure. This research was classified as a descriptive research type
using a qualitative approach with data collection techniques through observation,
interviews and documentation. The results of the research showed that the
implementation of the Child Identity Card (KIA) Program Policy at the Population
and Civil Registration Services of Medan City was still not well enough
implemented, although several things that met the standards in its implementation.
The inhibiting factors were resources and disposition.

Keywords: Implementation, Policy, Child Identity Card
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu elemen terpenting dari kebijakan publik adalah implementasi, yang
merupakan tindakan sekaligus langkah-langkah yang diambil oleh pelaku kebijakan
publik berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan
langkah tindak lanjut yang diambil oleh individu, kelompok sasaran, atau pejabat
pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan
kebijakan. Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan
suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian
tujuan akhir (output) adalah tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai

(Agustino, 2017).

Sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit
kebijakan negara yang bersifat self executing, yang paling banyak adalah yang
bersifat non self executing. Self executing yaitu kebijakan yang langsung dapat
berlaku setelah diratifikasi oleh negara, sedangkan non self executing yaitu
kebijakan itu bila akan diterapkan harus dilakukan perubahan undang-undang di
negara terlebih dahulu. Artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan
dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak seperti yang

diharapkan (Putra, 2003).

Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kewajiban
pemerintah untuk memberikan identitas penduduk kepada seluruh penduduk yang

berlaku secara nasional untuk meningkatkan pengumpulan data, perlindungan, dan
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pelayanan publik untuk memastikan hak-hak yang terbaik, khususnya bagi anak-
anak. Pemerintah menilai bahwa penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat

mempermudah pendataan, khususnya untuk anak-anak.

Pada saat membahas identitas, tanpa Kartu Identitas Anak (KIA) bahkan
seorang anak sudah terdaftar di kantor catatan sipil. Hal ini bisa dilihat pada akta
kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan semua anggota keluarga
sejak lahir dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah mengeluarkan
Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan,
perlindungan dan pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
Pasal 63 Ayat 1 mengatur bahwa: “penduduk warga Negara Indonesia dan orang
asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP).”
Permendagri baru mengatur tentang pembuatan kartu identitas baru untuk orang
yang berusia kanak-kanak yang dimaksud dalam pokok bahasan Kartu Identitas
Anak (KIA) adalah seorang anak atau seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, menurut Pasal 1
Ketentuan Umum Permendagri. Sebagai kesimpulan, sebelum keluarnya

Permendagri, identitas hanya dimaksudkan untuk kelompok usia tertentu.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu

Identitas Anak (KIA), Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahwa kartu tersebut hanya
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diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Oleh
karena itu, tujuan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk
meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta untuk
melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara. KIA membantu anak
memenuhi hak mereka, seperti memenuhi persyaratan pendaftaran sekolah,
memberikan bukti identitas anak sebagai bukti identitas saat membuka rekening
tabungan atau menabung di bank, dan berlaku untuk proses pendaftaran BPJS dan

banyak lagi.

Untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun, Kartu Identitas Anak (KIA) adalah
bukti identitas resmi yang berlaku sebagai Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk
orang dewasa. KIA diterbitkan selama masa perkembangan anak, dan terbagi
menjadi dua kelompok umur: anak usia 0 hingga 5 tahun dan anak usia 5 hingga 17
tahun. Kartu KIA untuk anak usia kurang dari 5 tahun berakhir ketika mereka
berusia 5 tahun, dan untuk anak usia di atas 5 tahun, kartu KIA akan berakhir kurang

dari satu hari setelah mereka berusia 17 tahun.

KIA sangat penting karena meskipun akta kelahiran anak telah dimiliki, belum
ada kartu identitas untuknya. Akta kelahiran hanya dokumen yang
mendokumentasikan peristiwa kelahiran dan merupakan bukti otentik asal usul dan
kebangsaan seseorang individu. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk
membuat inisiatif terkait identitas anak. Pemerintah harus segera membuat Kartu
Identitas Anak (KIA) terintegrasi dengan nomor identifikasi pribadi yang
menggabungkan data dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Jadi publikasi
pemerintah akan memudahkan anak-anak untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai

warga negara Indonesia.
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Diharapkan melalui Kartu Identitas Anak (KIA), data penduduk Indonesia
tersebut segera terealisasi dengan akurat dan terintegrasi sehingga tidak ada
menimbulkan kepentingan daerah maupun kepentingan individu. Selain itu, melalui
Kartu Identitas Anak (KIA) masyarakat tidak menginginkan ada pihak-pihak yang
menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Memang, penerapan Kartu Identitas
Anak (KIA) akan sangat rentan dengan berbagai program. Kita tahu selama ini
birokrasi kita belum sepenuhnya mampu mengubah dan melepaskan kebiasaan

buruknya.

Birokrasi di negara kita lebih sering memperumit daripada menyederhanakan.
Akibatnya, masalah birokrasi yang penuh dengan praktik korupsi harus diperbaiki
terlebih dahulu, bahkan jika program Kartu Identitas Anak (KIA) pemerintah sudah
matang. Jika pemerintah tidak memperbaiki perilaku birokrasi, terutama yang
berkaitan dengan pelayanan publik, program KIA hanya akan menghasilkan

program baru di masyarakat.

Fungsi KIA di kedua kelompok umur ini sebenarnya sama, hanya saja isi
kartunya berbeda. KIA untuk anak-anak usia 0 hingga 5 tahun tidak menampilkan
foto, tetapi KIA untuk usia 5-17 tahun menggunakan foto seperti KTP. KIA tidak
memiliki chip elektronik, jadi ia otomatis berubah menjadi KTP setelah anak ulang
tahun ke-17. KIA secara umum digunakan untuk melindungi anak dari kebutuhan
mereka, mencegah perdagangan anak, dan menjadi bukti identitas diri anak ketika

mereka mengalami peristiwa setiap mengalihkan.

Tujuan utama KIA adalah untuk membantu anak-anak, tetapi kebijakan ini

menuai banyak kritik. Karena itu dianggap hanya menambah beban administrasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acce&ed 10/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.acid)10/5/24



Sindhu Nathy - Implementasi Kebijakan Program Kartu Indentitas Anak...

untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain tidak berdampak signifikan
pada anak. Tidak hanya masyarakat yang tidak memahami KIA, tetapi juga terkait
dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
dan Kabupaten di seluruh Indonesia untuk membantu orang mendaftarkan anak
mereka untuk KIA. Di Bandar Lampung, misalnya, pelaksanaan KIA terhambat
oleh beberapa faktor, antara lain format baku KIA belum tersedia seperti yang

diatur dalam Permendagri KIA (Syafutra, 2017).

Di Kota Medan, masalah terkait Kartu Identitas Anak (KIA) yang berskala
nasional tidak hanya itu saja. Berbagai isu lain juga muncul, seperti upaya untuk
membantu anak-anak dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kasus
penculikan. Dalam konteks ini, keberadaan Kartu Identitas Anak (KIA) akan
mempermudah proses penemuan anak karena menyediakan identifikasi yang jelas.
Implementasi KIA di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan, bekerja sama dengan pihak-pihak di tingkat

Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Kota Medan memiliki 21 Kecamatan yang akan melayani pelayanan Kartu
Identitas Anak (KIA) dengan jumlah penduduk berdasarkan umur 0-17 tahun
kurang lebih 649.240 anak pada tahun 2022. Melihat banyaknya anak-anak yang
harus mendapatkan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan bersama dengan perangkat
Kecamatan sebagai bentuk pemenuhan hak atas identitas anak. Dalam pelaksanaan
Kartu Identitas Anak bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan sendiri tetapi juga tugas dan tanggung jawab dari
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orang tua. Peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat

mempengaruhi tingkat layanan Kartu Identitas Anak (KIA).

Untuk tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Kota Medan berharap dapat mendistribusikan 300.000 keping Kartu Identitas Anak
(KTA). Beberapa waktu lalu, Zulkarnain memberi tahu ANTARA tentang hal ini.
DUKCAPIL Kota Medan melakukan sosialisasi melalui brosur dan telah
disampaikan kepada Kepala Lingkungan (Kepling). Tujuan sosialisasi ini adalah
untuk mempercepat pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA).

(ANTARAnNews.com, 13 Juni 2019)

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah diuraikan, untuk itu Penulis
tertarik melakukan penulisan yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program
Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan

masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA)
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan
program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak
(KTA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan
program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis serta

manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Memberikan informasi dalam lingkup ilmu pengetahuan, khususnya
Administrasi Publik, sehingga dapat digunakan sebagai sumber pemikiran
dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi. Ini juga dapat
membantu memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini akan membantu Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan, terutama pembuat kebijakan yang berkaitan

dengan Kartu Identitas Anak (KIA).
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “kebijakan” adalah kumpulan
konsep dan prinsip yang membentuk garis besar dan dasar rencana untuk

melakukan suatu tugas.

Jones dalam Mustari (2015) dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan
digunakan untuk merujuk pada kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.
Istilah-istilah ini sering dikaitkan dengan program, tujuan, keputusan, standar,
proposal, dan grand design. Menurut Anderson dalam Kusumanegara (2010),
istilah “kebijakan” biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang

aktor atau kelompok aktor bertindak dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh
diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena
kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang
bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau

kelompok saja (Nugroho, 2009).

Kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara
(governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Sebagaimana
dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk
mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti
mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara
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dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi
juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan

kebijakan publik dikarenakan inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi dimaksudkan untuk menghasilkan suatu hasil, yaitu
melengkapi dan menyelesaikan. Selain itu, implementasi dimaksudkan untuk
menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, yang menghasilkan
hasil yang berguna. Menurut Salusu, buku Mustari (2015) “Pemahaman
Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik”,
implementasi adalah kumpulan tindakan yang dilakukan untuk mengikuti

keputusan.

Implementasi adalah operasionalisasi atau tahapan yang sangat penting dari
berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan atau tujuan kebijakan tertentu.
Keputusan yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan tersebut, yang

membutuhkan banyak kegiatan untuk mencapainya.

Jones dalam Kusumanegara (2010), tidak berlebihan untuk mengatakan
bahwa implementasi merupakan bagian penting dari proses membuat kebijakan.
Namun, Sebagian besar dari kita percaya bahwa kebijakan dapat dilaksanakan
dengan sendirinya setelah disahkan oleh pihak yang berwenang, dan hasilnya akan

sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.
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Menurut Grindle dalam Winarno (2012), membentuk hubungan (linkage)
yang memfasilitasi tujuan kebijakan yang dapat dicapai melalui tindakan
pemerintah adalah tugas implementasi. Ini memberikan pemahaman lebih lanjut

tentang konsep implemetasi.

Menurut pendapat lain, seperti yang dinyatakan oleh Rippley dan Franklin
dalam Wahab (2012), implementasi adalah ketika undang-undang ditetapkan dan
memberikan otoritas kepada program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis

keluaran yang nyata.

Dunn dalam Mustari (2015), menyatakan bahwa implementasi kebijakan
akan lebih seperti kegiatan praktis, seperti mengeksekusi dan mengarahkan.

Berikut adalah pernyataan tambahan:

“policy implementation involves the execution and steering of a laws of
action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as

distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.”

Karena sifat praktis proses kebijakan ini, masuk akal bahwa pelaksanannya
terkait dengan proses politik administrasi. Ini juga berkaitan dengan tujuan
kebijakan (policy goals). Dalam konteks implementasi kebijakan, hal ini berkaitan
dengan kekuasaan (power), kepentingan, dan strategi para pelaku kebijakan, serta
karakteristik lembaga dan rezim, serta izin untuk menerapkan dan menanggapi

kebijakan.

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi sebelumnya, kita dapat

mengetahui bahwa tiga hal terlibat dalam penerapan kebijakan, yaitu:
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1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.

3. Adanya hasil kegiatan.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

2.2.2.1 Model Edwards II1

Edward III dalam Agustino (2017) implementasi adalah tahap dalam
proses kebijaksanaan. Ini berada di antara tahap pembuatan kebijaksanaan
dan hasil atau konsekuensi kebijaksanaan. Menurutnya, aktivitas
implementasi mencakup perencanaan, pendanaan, pengorganisasian,

pengangkatan dan pemecatan karyawan, negoisasi, dan sebagainya.

Edward III mengemukakan empat faktor penting untuk mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur
birokrasi. Semua variabel saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu

sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

1. Komunikasi
Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan
sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada
komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward
III dalam Widodo (2010) perlu disampaikan kepada pelaku
kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang

harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan
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tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai
dengan yang diharapkan.
Menurut Edward IIT dalam Widodo (2010), komunikasi kebijakan
memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi
(transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

2. Sumber Daya
Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor
sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi
kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) bahwa sumber
daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran,
sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

3. Disposisi
Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010)
dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para
pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara
sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat
diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa:
Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien,
para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang
harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan
kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan

untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
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4. Struktur Birokrasi
Menurut Edward III dalam Widodo (2010), “implementasi
kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan
struktur birokrasi”’, meskipun ada sumber-sumber yang cukup untuk
melaksanakan suatu kebijakan dan para pelaksana memilki
pengetahuan dan keinginan untuk melakukannya.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005) “Standard Operational
Procedure (SOP) dan fragmentasi” adalah dua ciri utama birokrasi. Menurut
Winarno (2005), “Standard Operational Procedure (SOP) merupakan
perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta
kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.
Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa:

“Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut

mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian

tugas pokok, fungsi dan kewenangan, tanggung jawab diantara pelaku,
dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu

dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan”.

Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian Edward III dalam

Winarno (2005) dijelaskan bahwa:

“SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi
kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe
personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu,
semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang
lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP
menghambat implementasi”.

Edward III dalam Winarno (2005) memberikan penjelasan bahwa

“fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada
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beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Edward I1I

dalam Widodo (2010), mengatakan bahwa:

“Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya
komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat
besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin
membutuhkan koordinasi yang intensif”.

2.3 Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) menetapkan bahwa Kartu Identitas Anak
(KITA) adalah identitas resmi bagi anak-anak berusia 0 hingga 17 tahun. Kartu
Identitas Anak (KIA) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Syarat Pembuatan KIA

Syarat mengurus KIA bagi anak usia 0-
5 tahun

Syarat mengurus KIA bagi anak usia 5-
17 tahun kurang sehari

1.Fotokopi kutipan akta kelahiran dan
menunjukan kutipan akta kelahiran asli

1.Fotokopi kutipan akta kelahiran dan
menunjukkan kutipan akta kelahiran asli

2.Kartu keluarga (KK) asli orangtua/wali

2.KK asli orangtua/wali

3.KTP asli kedua orangtua/wali

3.KTP asli kedua orangtua/wali

4.Pas foto anak berwarna ukuran 3x4
sebanyak 2 (dua) lembar

Sumber: detiksumut 2022

Jika anak berusia kurang dari lima tahun, masa berlaku Kartu Identitas Anak
(KIA) harus diganti dengan yang baru untuk memastikan kartunya memiliki foto.
Jika anak berusia di atas lima tahun, masa berlaku KIA habis jika anak berumur 17
tahun kurang dari satu hari, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan diberikan
sebagai pengganti KIA.
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Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada anak yang berusia
kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan, pemberian KIA membantu dalam upaya pendataan penduduk

secara berkala.

Serangkaian kegiataan penataan dan ketertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasil untuk pelayanan

publik dan pengembangan sektor lainnya.

Karena Kartu Identitas Anak (KIA) yang diprogram oleh pemerintah bertujuan
untuk meningkatkan pengumpulan data, perlindungan dan pelayanan publik serta

upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pendaftaran Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat tinggal tetap anak tersebut. Pemohon
akan mengisi formulir yang formatnya telah disediakan pemerintah pusat dengan

cara sebagai berikut:

1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA
dengan memberikan persyaratan pendaftaran KIA.

2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitan KIA.

3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor dinas

atau kecamatan atau desa/kelurahan.
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2.4 Kerangka Berfikir

Agar hasil sesuai dengan harapan, kebijakan yang berkaitan dengan Kartu
Identitas Anak (KIA) harus dievalusi secara menyeluruh. Peneliti memilih untuk
menggunakan teori Edward III karena mengatakan bahwa empat faktor:
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi
implementasi kebijakan. Peneliti dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang
mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA),

mulai dari proses implementasi kebijakan hingga keempat indikator tersebut.

Edward III dalam Agustino (2017) menyebutkan bahwa empat faktor yang
memengaruhi pelaksanaan kebijakan bekerja sama untuk membantu dan
menghambat pelaksanaannya. Jadi, berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat
menggunakan teori ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kartu identitas
dilakukan dengan melihat bagaimana komunikasi dilakukan, kapasitas sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang ada. Dengan melihat empat indikator
ini, peneliti dapat menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan kebijakan Kartu identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan.
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

U

(Edward III dalam Faktor Penghambat
Agustino, 2017, pp. 136-
142) 1. Sumber Daya
1. Komunikasi |:|,> 2. Disposisi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

v

Meningkatnya Jumlah Anak yang Sudah Mendapatkan
Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan

Sumber: Diolah Peneliti. 2023
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2.5 Penelitian Terdahulu

Anak...

Untuk meninjau, mengkaji dan mengetahui Implementasi Kebijakan Program

Kartu Identitas Anak (KIA), berikut beberapa pembanding seperti yang telah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai referensi untuk peneliti.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

N | Nama/Tahun/Sumbe Judul Uraian Hasil
0 r
1. | Kasriati/2021/Skripsi | Implementasi | Penelitian ini Hasil
Program Studi [Imu Kebijakan bertujuan untuk penelitian
Administrasi Negara Kartu Identitas | mengetahui menunjukkan
Anak KIA) di | implementasi bahwa
Dinas kebijakan Kartu implementasi
Kependuduka | Identitas Anak kebijakan
n dan (KTA) di Dinas Kartu Identitas
Pencatatan Kependudukan Anak (KIA) di
Sipil dan Pencatatan Dinas
Kabupaten Sipil Kabupaten Kependudukan
Gowa Gowa dan untuk dan Pencatatan
mengetahui faktor | Sipil
pendukung dan Kabupaten
penghambat dalam | Gowa melalui
implementasi indikator,
kebijakan Kartu yaitu:
Identitas Anak komunikasi,
(KTA) di Dinas sumber daya,
kependudukan dan | disposisi dan
Pencatatan Sipil struktur
Kabupaten Gowa. | birokrasi
Penelitian ini menunjukkan
tergolong pada cukup baik.
jenis penelitian Hal ini dapat
deskriptif dengan | dilihat dari
menggunakan sosialisasi dan
pendekatan pencetakan
kualitatif yang di | kartu identitas
mana berarti anak yang
penelitian ini dilakukan
menggambarkan langsung di
suatu fenomena sekolah-
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atau kejadianyang | sekolah dasar
nyata. dengan
Pengumpulan data | pegawai yang
dilakukan melalui | kompeten yang
observasi, berpengang
wawancara dan pada SOP yang
dokumentasi. telah

Lokasi penelitian | ditetapkan

di Dinas dalam
Kependudukan Peraturan

dan Pencatatan Bupati

Sipil Kabupaten Kabupaten
Gowa. Gowa.

2. | Rispati Implementasi | Penelitian ini Berdasarkan
Ningsih/2021/Skripsi | Program Kartu | dilakukan dengan | hasil penelitian
Program Studi [lmu Identitas Anak | tujuan mengetahui | dapat
Administrasi Negara (KIA) oleh apa peran unit disimpulkan

Unit pelaksana teknis peran unit
Pelaksana Dinas pelaksana
Teknis Dinas | Kependudukan teknis Dinas
Kependuduka | dan Pencatatan Kependudukan
n dan Sipil Kecamantan | dan Pencatatan
Pencatatan Tampan Kota Sipil
Sipil Pekanbaru dalam | Kecamatan
Kecamatan pelaksanaan Tampan Kota
Tampan Kota | program Kartu Pekanbaru
Pekanbaru Identitas Anak dalam
(KIA) dan apa pelaksanaan
faktor yang program Kartu
menghambat Identitas Anak
dalam pelaksanaan | (KIA) belum
sesuai dengan optimal, hal ini
Peraturan Menteri | dibuktikan
Dalam Negeri dengan
Nomor 2 Tahun banyaknya
2016 tentang KIA. | masyarakat
Penelitian ini yang belum
menggunakan membuat KIA
metode karena tidak
pendekatan mengetahui
deskriptif pentingnya
kualitatif. Teknik | KIA, tidak
pengumpulan mengerti
datanya yaitu prosedur dan
observasi, operasional
wawancara dan dalam
dokumentasi. pembuatan
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Lokasi penelitian | KIA dan masih
di Dinas adanya pungli
Kependudukan yang dilakukan
dan Pencatatan oleh berbagai
Sipil Kecamatan kelompok.
Tampan Kota
Pekanbaru.
Evi Mona Br Kualitas Tujuan penelitian | Maka hasil
Sitepu/2022/Skripsi Pelayanan ini untuk penelitian
Program Studi Publik dalam | mengetahui tentang
Administrasi Publik Pembuatan kualitas pelayanan | Kualitas
Kartu Identitas | publik dalam Pelayanan
Anak (KIA) di | pembuatan Kartu | Publik dalam
Kantor Camat | Identitas Anak Pembuatan
Medan Timur | (KIA) dan kendala | Kartu Identitas
dalam Anak (KIA) di
memberikan Kantor Camat
pelayanan publik | Medan Timur
di Kantor Camat ini sudah
Medan Timur. menerapkan
Metode penelitian | kelima dimensi
ini menggunakan | tersebut terlihat
deskriptif dari beberapa
kualitatif dengan indikator
teknik dan seperti
pengumpulan data | Tangible yaitu
melalui observasi, | tersedianya
wawancara dan fasilitas dan
dokumentasi di spanduk
mana focus persyaratan
penelitian ini namun ruang
didasarkan pada tunggu terlalu
lima dimensi sempit dan
kualitas pelayanan | pendingin
menurut Zeithaml | ruangan yang
meliputi Tangible, | belum tersedia,
Reliability, lalu ada
Responsiveness, Realibility
Assurance, kehandalan dan
Emphaty. Lokasi | kemampuan
penelitian di pegawai dalam
Kantor Camat melayani, lalu
Medan Timur. selanjutnya
Responsiveness
dalam
menanggapi
apa yang
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dibutuhkan,
selanjutnya
Assurance
sopan dan
santun dalam
melayani
masyarakat,
dan Emphaty
masih kurang
baiknya
komunikasi
pegawai dalam
melayani.

4. | llma Suryani Siregar, | Implementasi | Artikel ini Berdasarkan
Budi Hartono, Kebijakan bertujuan untuk hasil penelitian
Dumasari Perlayanan mengetahui dapat
Harahap/2022/Jurnal | Kartu Identitas | Implementasi disimpulkan
Program Studi Anak di Kebijakan bahwa
Magister Ilmu Kecamatan Pelayanan Kartu Implementasi
Administrasi Publik Kotapinang Identitas Anak Kebijakan

pada Dinas (KTA) di Pelayanan
Kependuduka | Kecamatan Kartu Identitas
n dan Kotapinang di Anak (KIA) di
Pencatatan Dinas Kecamatan
Sipil Kependudukan Kotapinang
Kabupaten dan Pencatatan pada Dinas
Labuhanbatu | Sipil Kabupaten Kependudukan
Selatan Labuhanbatu dan Pencatatan
Selatan Provinsi Sipil
Sumatera Utara Kabupaten
dan untuk Labuhanbatu
mengetahui serta Selatan
menganalisa Provinsi
faktor-faktor yang | Sumatera Utara
mempengaruhinya | belum berjalan
. Bentuk penelitian | dengan baik.
ini tergolong pada, | Hal ini
penelitian disebabkan
desktiptif yang adalah
menggunakan kurangnya
analisis data pengetahuan,
kualitatif yaitu persepsi,
penelitian ini kondisi fisik,
diselidiki dengan | jenis kelamin
pengamatan atau serta
observasi, lingkungan
wawancara dan tempat tinggal
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menggambarkan masyarakat,
keadaan objek kurangnya
penelitian sumber daya
berdasarkan fakta- | manusia yang
fakta yang ada. bertugas pada
Teknik pelayanan,
pengumpulan data | kurangnya
diperoleh dari anggaran
wawancara, khusus yang
observasi dan dialokasikan
dokumentasi. untuk peralatan
Lokasi penelitian | pelayanan,
di Kecamatan seringnya
Kotapinang pada | terjadi
Dinas gangguan
Kependudukan jaringan
dan Pencatatan sehingga
Sipil Kabupaten Standart
Labuhanbatu Operasional
Selatan. Pelayanan
(SOP) yang
telah
ditentukan
selama 3 hari
terkadang tidak
terpenuhi.

5. | Eri Implementasi | Penelitian ini Hasil
Pradika/2018/Skripsi | Kebijakan bertujuan untuk penelitian ini
Program Studi [Imu Kartu Identitas | mengetahui menunjukkan
Pemerintahan Anak (KIA) di | bagaimana bahwa

Dinas implementasi pelaksanaan
Kependuduka | program Kartu program Kartu
n dan Identitas Anak Identitas Anak
Pencatatan (KITA) dan faktor | oleh Dinas
Sipil Kota apa saja yang Kependudukan
Yogyakarta mempengaruhi dan Pencatatan
berjalannya Sipil Kota
program. Yogyakarta
Penelitian ini telah sesuai
merupakan dengan
penelitian peraturan yang
deskriptif dengan | seharusnya.
pendekatan Hal ini karena
interpretatif. dalam
Sumber data pelaksanaanny
dalam penelitian a telah sesuai
didapatkan melalui | dengan juklak
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wawancara, studi | dan juknis
dokumentasi dan | yang berlaku
observasi. Lokasi | dan sesuai
penelitian di Dinas | prosedur

Kependudukan pelaksanaan
dan Pencatatan program KIA.
Sipil Kota

Yogyakarta.

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dari beberapa
penelitian terdahulu adalah bahwa teori yang akan digunakan oleh peneliti sekarang
berbeda dengan teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian
terdahulu lebih menitikberatkan pada deskripsi mengenai peran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan program Kartu Identitas
Anak (KIA), sementara peneliti sekarang akan lebih fokus pada bagaimana
implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana dijelaskan, jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam

Sugiyono dalam bukunya metode penelitian kualitatif (2016) adalah sebagai

berikut:

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dalam penelitian mereka tentang implementasi kebijakan Kartu
Identitas Anak (KIA). Pendekatan ini bertujuan untuk membuat deskripsi
sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena sosial atau alam. Selain
itu, ini akan memberikan gambaran langsung dari peristiwa yang diteliti
terhadap variabel mandiri atau tunggal tanpa membandingkannya dengan
variabel lain.

Studi kasus adalah jenis penelitian yang merupakan serangkaian kegiatan
ilmiah yang dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan mendalam
tentang suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat
individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan
pemahaman mendalam tentang peristiwa tersebut. Peristiwa yang dipilih
yang selanjutnya disebut kasus biasanya adalah peristiwa nyata (peristiwa
kehidupan nyata) yang sedang berlangsung, bukan yang sudah lewat.
Penelitian (case study) atau penelitian lapangan (field study) bertujuan
untuk mempelajari latar belakang masalah, situasi saat ini, dan interaksi

unit sosial tertentu dengan lingkungan (given). Subjek penelitian dapat
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berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian, atau
case study, adalah studi mendalam tentang suatu kelompok sosial tertentu.
Hasil penelitian memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang
kelompok sosial tersebut. Meskipun topik penelitian sangat kecil, variabel

dan fokus yang diteliti sangat luas.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai dasar dalam menjawab semua pertanyaan
terkait permasalahan yang ada, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang berlokasi
diJalan Iskandar Muda No. 270, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota

Medan, Sumatera Utara 20151.
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3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

2024

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Uraian 2023
No Pelaksanaan Mei | Okt

1. Penyusunan

Proposal dan

Bimbingan
2. | Perbaikan Proposal
3.| Seminar Proposal
4, Penelitian
5. Seminar Hasil
6. Revisi Skripsi
7. | Sidang Meja Hijau
Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Data primer adalah data empiris yang diperoleh dari informan melalui

pertanyaan langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang terhubung.

Menggunakan media seperti gambar, foto, video, atau suara untuk melakukan

wawancara, wawancara mata ke mata disebut kontak mata.

3.3.2 Data Sekunder

Data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai dokumen atau laporan yang

bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian disebut data sekunder.
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3.4 Informan Penelitian

Metode penentuan informan melibatkan pemilihan purposive dari individu

yang dianggap memiliki pengetahuan paling luas dan mampu memberikan

informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian

kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016), informan kunci adalah individu yang memiliki

pengetahuan yang luas dan mendalam tentang permasalahan yang sedang

diteliti oleh peneliti.

2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016), informan utama adalah individu yang memiliki

pemahaman teknis dan detail yang mendalam tentang masalah penelitian

yang akan diselidiki.

3. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016), informan tambahan adalah orang yang dapat

memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan

pembahasan dalam penelitian kualitatif.

Berikut penulis menentukan informan berdasarkan dengan wilayah fokus

Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan.
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Tabel 3.2 Informan Penelitian

Deskripsi Jumlah Jenis
No Orang
Kepala Dinas Kependudukan dan 1 Informan Kunci
1. Pencatatan Sipil Kota Medan
Bapak Baginda P. Siregar, A. P, M. Si
Kepala Sub Lingkup Penyusunan 1 Informan
2. Program Utama
Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M. Si
Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk 1 Informan
3. | Bapak Agus Mulia Siregar, ST, M. AP Utama
Masyarakat atau Orang Tua yang sudah 5 Informan
4. Mendaftarkan Anaknya KIA Pendukung
Jumlah 8 Informan

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Dikarenakan penulis tidak bisa melakukan wawancara secara langsung kepada

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka penulis

diarahkan untuk mewawancarai Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk yaitu

Bapak Rudi Hermanto, A. Md guna menggantikan Kepala Dinas yang berhalangan

hadir pada saat wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Beberapa teknik digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu:

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di

lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas

Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Wawancara

Tahap ini, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada para

informan dengan bertemu langsung di Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperoleh data-data secara obyektif
sehingga dapat dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahapan
berikutnya.

3. Dokumentasi
Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan
mengambil dokumentasi dari hasil observasi dan hasil wawancara sebagai
data sekunder terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Kartu

Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data
yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk
menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif.
Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman

dalam Sugiyono (2016) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data (data reduction)
Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak
penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti

dapat dilakukan.
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2. Sajian Data (data display)
Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar
makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing and
verification)
Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa
arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab
akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat

dipertanggungjawabkan.
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BABV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut penelitian dan pembahasan, Implementasi Kebijakan Program Kartu

Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

dapat dinilai dengan empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi, serta faktor penghambat:

1.

Komunikasi, peneliti menemukan bahwa komunikasi dilakukan dengan
dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan bekerja sama
dengan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan pembuatan Kartu
Identitas Anak (KIA) di tiap sekolah dasar adalah salah satu hasilnya.

Sumber daya, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti disimpulkan
bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan sudah baik namun belum cukup memadai.
Terlihat bahwa sumber daya manusia yang masih belum memadai
dikarenakan masih kurangnya tenaga pendamping dalam proses
pembuatan Kartu Identitas Anak. Sumber daya finansial yang
dilaksanakan sudah baik dengan adanya anggaran yang dialokasikan
khusus untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dari pemerintah
pusat, serta sumber daya fasilitas atau pendukung sarana dan prasarana
dalam bentuk komputer, printer dan blanko Kartu Identitas Anak yang juga

memadai.
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Disposisi, berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal
disposisi sudah sesuai prosedur, namun belum berjalan secara optimal.
Terlihat komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil baik dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak tersebut. Ada
keselaraan intruksi yang dilakukan oleh pimpinan ke bawahan yang
kemudian bawahan langsung menjalankan sebagai pelaksana tugas. Di sisi
lain juga terlihat bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang tidak
mengetahui tentang informasi baru yang ada pada program Kartu Identitas
anak.

Struktur birokrasi, berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa
dalam hal struktur birokrasi sudah sangat baik, selain dengan adanya
peraturan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari masing-masing
pegawai juga adanya terpajang di papan informasi mengenai Kartu
Identitas Anak (KIA). Selain itu juga media sosial digunakan juga sebagai
salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat. Adapun
struktur organisasi juga dapat dilihat jelas di papan struktur organisasi
menjadikan lebih mudah diketahui alur jalur komando masing-masing
bidang. Serta dapat dengan mudah diketahui tugas masing-masing dari
bidang-bidang.

Faktor penghambat, yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi
Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan adalah
sumber daya dan disposisi walaupun tidak secara signifikan menghambat.
Faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tidak didapatkan secara
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signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah sumber
daya dan disposisi serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Kendala lain
adalah pencapaian target yang belum maksimal di Kota Medan, di mana
capaiannya baru sekitar 45%. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak

bagi masyarakat yang ingin membuat.

5.2 Saran

Upaya agar Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di
Kota Medan dapat terealisasi dengan baik, maka peneliti memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Bagipemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Medan untuk bisa membuat kebijakan dengan mewajibkan Kartu
Identitas Anak (KIA) dan menambah sumber daya manusianya agar bisa
melakukan pelayanan yang lebih lagi kepada masyarakat dan lebih giat
lagi melakukan sosialisasi agar target yang telah ditentukan sebelumnya
dapat dicapai dengan maksimal.

2. Karena Kartu Identitas Anak (KIA) berfungsi untuk meningkatkan
pendataan, perlindungan, dan layanan publik bagi anak-anak, masyarakat
harus proaktif membantu pemerintah mengeluarkannya sebagai bukti diri
bagi anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Kartu Identitas Anak
juga akan menjadi persyaratan untuk anak-anak yang akan mendaftar di

sekolah.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA
1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci dan Informan Utama
e Komunikasi
a. Apakah ada pertentangan pendapat antara pelaksana dan pengambil
kebijaksanaan?

. Melalui apa informasi Program KIA ini disampaikan?

c. Apakah informasi yang dilakukan sudah tepat?

d. Apa yang Bapak/Ibu lakukan agar masyarakat mudah memahami
tentang informasi Program KIA ini?

Sumber Daya

a. Apakah tersedia tenaga pendamping untuk mendampingi masyarakat

dalam pembuatan KIA?

Apakah jumlah tenaga pendampingnya memadai?

Seperti apa sarana pendukung dalam program KIA ini?

Apakah sarana pendukungnya mencukupi?

Pengelolaan Sumber Daya Anggaran apakah sudah dilaksanakan

secara baik?

Disposisi

a. Seperti apa komitmen yang dilakukan pelaksana program?

b. Tindakan seperti apa yang dilakukan terhadap informasi yang baru
mengenai program?

c. Apakah penempatan staff sudah sesuai dengan latar belakang
pendidikan?

d. Peningkatan insentif apakah sesuai dengan beban kerja yang diterima?

e. Apakah ada pengurangan insentif?

Struktur Birokrasi

a. Seperti apa tingkat kecepatan dalam pelaksanaan program KIA ini?

b. Apakah ada hubungan dengan pihak terkait?

c. Apakah ada kejelasan dalam pendelegasian tugas?

d. Apakah ada kejelasan dalam pendelegasian wewenang?

o a0 o

1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Tambahan

Komunikasi

a. Melalui apa Bapak/Ibu mengetahui tentang program KIA?

b. Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dilakukan sudah tepat?
Sumber Daya

a. Apakah Bapak/Ibu di damping oleh staff pada saat pembuatan KIA?
b. Apakah sarana pendukungnya mencukupi?

Disposisi
a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi yang baru mengenai
program KIA?

b. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala saat pembuatan KIA?
Struktur Birokrasi
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a. Menurut Bapak/Ibu apakah SOP nya sudah berjalan dengan baik?
b. Apakah proses pembuatan KIA di DUKCAPIL memakan waktu yang

lama?
LAMPIRAN 2
DATA INFORMAN
1. Informan Kunci
Nama : Bapak Baginda P. Siregar, A. P, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Medan
Jenis Kelamin  : Laki-laki
Yang digantikan oleh:
Nama : Bapak Rudi Hermanto, A. Md
Jabatan : Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk

Jenis Kelamin

: Laki-laki

2. Informan Utama
Nama : Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M. Si
Jabatan : Kepala Sub Lingkup Penyusunan Program
Jenis Kelamin  : Perempuan
Nama : Bapak Agus Mulia Siregar, ST, M. AP
Jabatan : Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk
Jenis Kelamin  : Laki-laki

3. Informan Tambahan
Nama : Ibu Julianti
Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin  : Perempuan
Nama : Ibu Yuni Azhari
Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin  : Perempuan
Nama : Bapak Ocha kukuh Wijaya
Jabatan : Wiraswasta
Jenis Kelamin  : Laki-laki
Nama : Ibu Nazaria
Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin  : Perempuan
Nama : Ibu Jesi
Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin  : Perempuan
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LAMPIRAN 3
SURAT IZIN PENELITIAN
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LAMPIRAN 4
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
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LAMPIRAN 5§
DOKUMENTASI

Gambar 5.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)

Gambar 5.2 Tempat Percetakkan KIA
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)
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Gambar 5.3 Berkas Data Anak-Anak yang Akan Membuat KIA
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)

Gambar 5.4 Wawancara Bersama Kepala Sub Lingkup Penyusunan
Program
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)
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Gambar 5.5 Wawancara Bersama Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)

Gambar 5.6 Wawancara Bersama Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)
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Gambar 5.7 Wawancara Bersama Orang Tua Anak yang Mencetak KIA
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)
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